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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Islam adalah ajaran yang sumbernya dari Allah, s}alih} likulli zaman wa< 

ma<kan, karena memang sifat dan tabiat ajaran Islam yang relevan dan 

realistis sepanjang sejarah peradaban dunia, kebenaran Islam sebagai sebuah 

aturan universal yang bisa dipakai kapan saja, dimana saja, dan dalam kondisi 

apa saja mulai dibukanya lembaran awal kehidupan, sampai pada akhir 

kehidupan dari perjalanan panjang kehidupan ini. Semua hukum, baik yang 

berbentuk perintah maupun yang berbentuk larangan, yang terkandung dalam 

teks-teks syariat bukanlah sesuatu yang tidak bermakna. Akan tetapi semua 

itu mempunyai maksud dan tujuan, dimana Allah menyampaikan perintah 

dan larangan tertentu atas maksud dan tujuan tersebut. Oleh para ulama hal 

tersebut mereka istilahkan dengan maqa<s}id al-syariah. 

Dalam ilmu u>s}l al-fiqh terdapat ilmu yang membahas maqa<shid al-

syariah yang di maksud juga sebagai segala ketentuan Allah yang 

disyariatkan kepada manusia untuk mengarahkan kehidupannya dalam 

memenuhi kebutuhan, dan kebutuhan itu terbagi dalam tiga kategori yaitu,  

d}aruriyyat, h}ajiyyat dan tah>}siniyat. Yang mana ketiga kategori tersebut 

saling melengkapi, kebutuhan penting yang menunjang manusia atau setiap 

insan. Untuk dapat melaksanakan kegiatan sehari-hari dalam memenuhi 

kebutuhan pokok tersebut adalah kebutuhan kesehatan. 
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Di Indonesia, pemerintah telah menjamin akses kesehatan rakyatnya 

dengan dasar UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Pasal 5 ayat 1 UU 

No. 36 tahun 2009 menyebutkan bahwa: ‚Setiap orang mempunyai hak yang 

sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan‛. 

Sedangkan tugas dan tanggungjawab Pemerintah diantaranya diamanatkan 

dalam pasal 19: ‚Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan segala 

bentuk upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien, dan terjangkau‛.
1
 

Kesehatan berhubungan dengan banyak aspek antara lain yaitu 

masyarakat itu sendiri, lingkungan hidup di sekitar, serta sarana dan 

prasarana. Sarana dan prasarana tersebut diantaranya meliputi Rumah Sakit, 

Apotik, Klinik Bersalin, Laboratorium dan sebagainya. Rumah sakit adalah 

institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan 

perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat 

jalan, dan gawat darurat.
2
 Sebagai bentuk jasa pelayanan medis jangka 

pendek dan jangka panjang yang berperan dalam tindakan observasi, diagnosi 

dan rehabilitasi untuk orang-orang yang menderita sakit, terluka dan untuk 

yang melahirkan. 

Rumah sakit adalah salah satu sarana umum yang memiliki peran 

penting bagi masyarakat. Banyak hal di sekitar masyarakat yang 

berhubungan langsung dengan rumah sakit. Faktor yang menyebabkan 

adanya hubungan langsung antara masyarakat dengan rumah sakit yaitu 

faktor kesehatan. Kesehatan memang menjadi hal penting yang harus 

                                                             
1
 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 

2
 UU no. 44 tahun 2009 tentang rumah sakit pasal 1 ayat . 
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diperhatikan. Pemeliharaan kesehatan merupakan suatu kebutuhan yang 

menghubungkan masyarakat dengan rumah sakit sehingga rumah sakit 

memiliki peran penting yang terlihat secara jelas.
3
 Pelayanan rumah sakit 

juga diatur dalam kode etik rumah sakit, dimana kewajiban rumah sakit 

terhadap karyawan, pasien dan masyarakat diatur berdasarkan Pasal 29 ayat 

(1) dalam UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. 

Selain itu konstituti Negara Republik Indonesia adalah Undang-undang Dasar 

Negara Republik Indonesia tahun 1945, dari ketentuan tersebut juga diperlengkap 

dengan isi pasal 4 Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen, yang berisi tentang hak-hak konsumen antara 

lain:
4
 

a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi 

barang atau jasa; 

b. Hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa 

tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan ang dijanjikan; 

c. Hak atas infrmasi ang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan 

barang dan atau jasa; 

d. Hak untuk didengar pendapat atau keluhannya atas barang dan/jasa yang 

digunakan; 

e. Hak untuk mendapat advokasi, perlindungan dan upaya penyelsaian sengketa 

perlindungan konsumen secara patut; 

f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; 

g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak 

diskriminatif; 

h. Hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila 

barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak 

sebagaimanamestinya; dan 

i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. 

Menurut UUPK (Undang-undang Perlindungan Konsumen) yang 

dimaksud dengan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau 

jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, 

                                                             
3
 Freddy Tengker, Hukum Kesehatan Kini dan Disini, (Bandung: Mandar Maju, 2010), 24.  

4
 Undang-undang Negara Republik Indonesia No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. 
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keluarga orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk 

diperdagangkan.
5
 Konsumen dalam bidang kesehatan disebut sebagai pasien 

yang juga mempunyai hak mendapatkan pelayanan kesehatan serta 

pemeliharaan kesehatan dari rumah sakit. Selain itu Fungsi rumah sakit 

merupakan bagian dari tanggung jawab yang melekat pada setiap rumah 

sakit, yang merupakan ikatan moral dan etik dari rumah sakit dalam 

membantu pasien khususnya yang kurang atau tidak mampu untuk memenuhi 

kebutuhan akan pelayanan kesehatan.
6
 

Upaya pemerintah dari kementrian kesehatan selaku perwakilan dari 

pemerintah memiliki progam yang disebut BPJS Kesehatan (Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial) ang disahkan dengan Undang – undang No. 

24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Undang – 

undang tersebut diamanatkan untuk memberi perlindungan bagi fakir miskin, 

anak dan orang terlantar, seperti yang terdapat pada pasal 14 disebutkan 

setiap warga negara Indonesia dan warga negara asing yang berdiam di 

Indonesia selama minimal enam bulan wajib menjadi anggota BPJS. 

Fakta yang terjadi pada masyarakat, banyak hal yang menghalangi 

mereka dalam menerima pelayanan kesehatan yang seharusnya menjadi hak 

mereka. Seperti BPJS misalnya cenderung memperlakukan masyarakat yang 

tidak mampu dengan cara mempersulit proses keanggotaan BPJS untuk 

penerimaan pelayanan kesehatan yang seharusnya menjadi hak mereka. Bagi 

                                                             
5
 Ibid., 2. 

6
 Penjelasan pasal 2 undang-undang Negara Republik Indonesia no. 44 tahun 2009 tentang Rumah 

Sakit. 
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warga miskin untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang memuaskan 

adalah hal yang sangat sulit, mereka harus memenuhi berbagai macam syarat. 

Syarat tersebut menjadi alat yang sulit bagi pasien yang miskin untuk 

memperoleh pelayanan yang diberikan. Sehingga banyak terjadi pasien yang 

di rumah sakit tidak bisa dipulangkan sebab biaya yang tidak sanggup 

dibayar oleh pasien.  

Kasus yang berhubungan dengan permasalahan ini, diberitakan di media 

masa baik di media cetak dan media elektronik lainnya. Contohnya seperti 

kasus yang menimpa.
7
 Dedy Eko Susanto yang berusia 32 tahun dan tinggal 

di Kalibokor Surabaya, dia harus membayar tagihan rumah sakit sebesar 17 

juta rupiah untuk membayar biaya persalinan istrinya yang bernama Bertilya. 

Dedy adalah pemegang kartu Jamkesda, mereka yang ditanggung jamkesda 

terbilang warga kurang mampu. Pemegang kartu jamkesda otomatis 

dipindahkan ke penerima bantuan iuran (PBI). 

Masalahnya istri dan anak Dedy ternyata belum terdaftar sebagai peseta 

Jamkesda, akibatnya biaya rumah sakit membengkak. Dedy bercerita sang 

istri menjalani operasi caesar pada 16 Nopember 2014 anaknya lahir dalam 

kondisi prematur. Bayinya harus masuk inkubator. Dedy sebenarnya sudah 

berupaya mendaftarkan anak dan istrinya menjadi peserta Jamkesda. Namun 

istrinya tidak bisa didaftarkan ke Jamkesda sebab Bartilya masih ber-KTP 

Madiun. Kelurahan di Surabaya tidak mau memberikan surat keterangan 

tidak mampu atas nama istrinya. Ketika itu Dedy juga mendengar ada 

                                                             
7
 Bapak Dedy, Wawancara, Surabaya, Selasa 2 Desember 2014 
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jaminan BPJS. Warga bisa mendaftar BPJS untuk mendapat tanggungan 

pembiayaan. 

Dedy pun segera mendaftarkan istri dan anaknya ke BPJS kesehatan. 

Masalahna Dedy tidak mengetahui kartu BPJS baru bisa dipakai setelah tujuh 

hari pendaftaran. Karena kartu BPJS belum aktif Bartilya dianggap sebagai 

pasien umum. Anakna pun tidak didaftarkan ke BPJS sebab dia belum 

memiliki nomr induk kependudukan (NIK). 

Karena itu agar biaya tidak semakin membesar Dedy terpaksa 

memulangkan istrinya lebih cepat. Dan adapun anak dari Dedy masih tinggal 

di rumah sakit umum Dr. Soetomo Surabaya sebagai jaminan untuk melunasi 

biaya rumah sakit, dan Dedy pun membayar kepada pihak rumah sakit 

dengan berangsung-angsung atau mencicil. 

Kasus jaminan bayi yang terjadi di Rumah Sakit, dalam konteks perdata 

KUHPer pasal 1131 tentang jaminan, dinyatakan bahwa segala kebendaan 

debitur baik yang ada maupun yang akan ada baik bergerak maupun yang 

tidak bergerak merupakan jaminan terhadap pelunasan hutang yang 

dibuatnya. Yang disita jika seseorang tidak mampu membayar adalah barang 

(yang mempunyai nilai ekonomis).
8
 

Meurut hukum Islam dan hukum positif dalam kasus yang tejadi pada 

pasien persalinan keluarga Ibu Bertilya yang mana bayi dari Ibu Bertilya 

‚ditahan‛ oleh pihak rumah sakit karena tidak bisa membayar biaya 

persalinan diasumsikan dengan perikatan atau perjanjian. Prikatan atau 

                                                             
8 R. Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), 291. 
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perjanjian  merupakan suatu perbuatan yang dibuat dengan sengaja oleh 

kedua belah pihak berdasarkan kesepakatan atau kerelaan bersama.
9
 Menurut 

hukum Islam jaminan terhadap pasien oleh rumah sakit diasumsikan dengan 

akad kafalah. Menurut istilah syara’ kafalah dapat diterapkan dalam berbagai 

bidang, menyangkut jaminan atas harta benda dan jiwa manusia.
10

 Namun 

bisa juga dengan  menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syara’ 

sebagai tanggungan hutang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan 

itu seluruh atau sebagian hutang dapat diterima.
11

 Adapun dasar hukumnya 

dalam al-Qur’an al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi : 

                            

                               

              

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) 

sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang 

tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian 

kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu 

menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah 

Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. 

dan Barang siapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah 

orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu 

kerjakan.
12

 

 

Dari kondisi inilah mendorong penulis untuk mengkaji lebih lanjut 

tentang hukum penahanan bayi sebagai jaminan dalam proses persalinan di 

rumah sakit Dr. Soetomo Surabaya. Karena  berdasarkan hukum Islam dan 

                                                             
9
 Hasbi al-Shiddieqiyy, Pengantar Fiqh Muamalah, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 48. 

10 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, (Jakarta: Raja Graindo Persada, 2003), 

260. 
11

 Ahmad Azhar Basyir, Riba Utang Piutang dan Gadai, (Bandung: Al-Ma‘arif, 1983), 50. 
12

 Departemen Agama RI, Terjemah Al-Qur’an, ( Bandung: Setia Pustaka), 321. 
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hukum positif jaminan itu diperbolehkan dengan ketentuan barang jaminan 

tersebut bisa diperjualbelikan atau memiliki nilai harga. Namun kasus yang 

dibahas dalam penelitian ini jaminan yang tidak bisa diperjualbelikan yaitu 

jaminan persalinan yang berupa bayi. Berdasarkan latar belakang tersebut 

penulis akan mengkaji dalam bentuk skripsi dengan judul ‚Tinjauan Hukum 

Islam dan Hukum Positif terhadap ‚Penahanan‛ Bayi Sebagai Jaminan  dalam 

Proses Pembayaran Persalinan Di Rumah Sakit Dr. Soetomo Surabaya‛. 

 

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 

Dari latar belakang di atas, dapat diperoleh identifikasi masalah sebagai 

berikut: 

1. Hukum ‚penahanan‛ bayi sebagai jaminan atas persalinan. 

2. Tinjauan hukum Islam dan hukum positif atas diperbolehkannya 

memberikan jaminan. 

3. Aplikasi perikatan dan akad kafalah atas ‚penahan‛  bayi sebagai 

jaminan persalinan. 

4. Alasan ‚penahanan‛ bayi sebagai jaminan persalinan. 

5. Analisis hukum Islam tentang jaminan dan perikatan. 

6. Analisis buku tiga KUHPer tentang perikatan. 

7. Kebijakan rumah sakit yang ‚menahan‛ bayi sebagai jaminan. 

8. Praktik ‚penahanan‛ bayi sebagai jaminan persalinan di rumah sakit 

Dr. Soetomo Surabaya.  
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Berdasarkan identifikasi masalah dan kemampuan penulis, maka dalam 

penelitian ini akan dilakukan pembatasan masalah sebagai berikut: 

1. Praktik ‚penahanan‛ bayi sebagai  jaminan dalam proses 

pembayaran persalinan di rumah sakit. 

2. Tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap ‚penahanan‛ bayi 

sebagai jaminan  persalinan di rumah sakit Dr. Soetomo Surabaya. 

 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana praktik ‚penahanan‛ bayi sebagai jaminan dalam proses 

persalinan di rumah sakit Dr. Soetomo Surabaya? 

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif  terhadap 

‚penahanan‛ bayi sebagai jaminan dalam proses persalinan di rumah sakit 

Dr. Soetomo Surabaya? 

 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui praktik ‚penahanan‛ bayi sebagi jaminan persalinan di 

rumah sakit Dr. Soetomo Surabaya. 

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam dan hukum psitif terhadap 

‚penahanan‛ bayi sebagai jaminan persalinan di rumah sakit Dr. Soetomo 

Surabaya. 

 

E. Manfaat Penelitian  

1. Teoritis 
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a. Memberikan kontribusi dalam memahami sistem jaminan khususnya 

‚penahanan‛ bayi sebagai jaminan persalinan. 

b. Sebagai bahan referensi dalam menganalisa terkait tinjauan hukum 

Islam tentang jaminan persalinan dan KUHPer buku tiga tentang 

perikatan. 

c. Sebagai alat untuk mengimplementasikan teori-teori yang didapat 

selama kuliah. 

2. Praktis 

a. Memberikan pandangan kepada peneliti selanjutnya untuk melakukan 

penelitian yang lebih konprehensif tentang jaminan persalinan 

b. Penelitian ini diharapkan berguna bagi UIN Sunan Ampel Surabaya 

pada umumnya sebagai pengembangan keilmuan, khususnya jurusan 

muamalah. 

c. Sebagai syarat kelulusan prgram strata satu (S1) mahasiswa UIN 

Sunan Ampel Surabaya. 

 

F. Kajian Pustaka 

Penelitian yang dilakukan oleh Khamilah,
13

 dengan judul ‚Analisis 

Hukum Islam dan Undang-undang no. 42 Tahun 1999 Terhadap Penerapan 

Jaminan di BMT UGT Sidogiri Cabang Sidoadi Sidoarjo‛. Hasil penelitian 

ini untuk menjawab masalah; pertama, bagaimana analisis hukum Islam di 

                                                             
13

 Khamilah, ‛Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang no. 42 Tahun 1999 Terhadap 

Penerapan Jaminan di BMT UGT Sidogiri Cabang Sidodadi Surabaya‛, (Skripsi-IAIN Sunan 

Ampel Surabaya, 2011), iv. 
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BMT UGT Sidogiri cabang Sidodadi Surabaya. Kedua, bagaimana analisis 

hukum Islam dan undang-undang no. 42 tahun 1999 tentang penerapan 

jaminan di BMT UGT Sidogiri cabang Sidodadi Surabaya. Hasil penelitian 

menyimpulkan bahwa penerapan jaminan di BMT UGT Sidogiri Surabaya 

dalam memberikan pembiayaan dengan menggunakan jaminan dan tidak 

menggunakan jaminan, yang tidak menggunakan jaminan pembiayaan di 

bawah Rp 500.000 sedangkan diatas Rp 500.000 menggunakan jaminan 

berupa BPKB, tabungan, sertifikat hak milik, barang-barang elektronik dan 

deposito kepada pihak BMT. 

Penelitian yang dilakukan oleh Ninik Umrotun Chasanah,
14

 dengan judul 

‚Hutang Piutang dengan Jaminan hasil Panen (Analisi Hukum Islam 

Terhadap Sistem Hutang Piutang dengan Jaminan Hasil Panen Tambak di 

Desa Banjarsari Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo)‛. Masalah yang 

diteliti adalah: pertama, bagaimana sistem hutang piutang dengan jaminan 

hasil panen tambak di Desa Banjarsari Kecamatan Buduran Kabupaten 

Sidoarjo. Kedua, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem hutang 

piutang dengan jaminan hasil panen tambak. Dari hasil penelitian tersebut 

menyimpulkan bahwa hutang piutang dengan jaminan hasil panen tidak 

dibenarkan dalam hukum Islam dikarenakan pada saat memberikan jaminan 

pihak piutang memberikan syarat pada orang yang berhutang yakni jaminan 

hasil panen tambak yang mana jaminan tersebut masih di ketahui belum jelas. 

                                                             
14

 Ninik Umrotun Chasanah,‛  Hutang Piutang dengan Jaminan hasil Panen (Analisi Hukum 

Islam terhadap Sistem Hutang Piutang dengan Jaminan Hasil Panen Tambak di Desa Banjarsari 

Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo)‛, (skripsi IAIN Sunan Ampel, Suarabaya, 2011). 
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Penelitian yang dilakukan oleh Tri Mulani,
15

 dengan judul ‚Tinjauan 

Hukum Islam Terhadap Jaminan Dalam Akad Mud}a<rabah di BMT Amanah 

Desa Gulon Kecamatan Salam Kabupaten Magelang‛. Maslah yang diteliti 

adalah: pertama, bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap jaminan 

dalam akad mudharabah di BMT Amanah. Kedua, bagaimanakah tinjauan 

hukum Islam terhadap nilai jaminan dalam mudharabah di BMT amanah. 

Dari hasil penelitian tersebut menyimpulkan dalam pelaksanaannya, 

pembiayaan mud}a<rabah menggunakan jaminan dimana nilai jaminan pada 

BMT Amanah menggunakan standar minimal 70% dari jumlah pembiayaan, 

dengan tujuan kemaslahatan yaitu untuk mempermudah anggota melakukan 

pembiayaan bagi anggota dan tidak ada dalil yang menentangnya, maka 

jaminan dalam pembiayaan mudharabah di BMT Amanah telah sesuai dengan 

hukum Islam. 

Judul skripsi penulis ‚Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif 

terhadap ‘Penahanan’ Bayi sebagai Jaminan dalam Proses Persalinan Di 

Rumah Sakit Dr. Soetomo Surabaya‛ belum pernah diangkat dalam skripsi 

lainnya. Banyak penelitian skripsi yang mengangkat tema tentang Jaminan 

berupa barang jaminan yang bisa diperjualbelikan, sedangkan penelitian 

skripsi yang ini mempunyai kekhususan tersendiri, yaitu jaminan yang tidak 

bisa diperjualbelikan karena jaminan tersebut berupa bayi. 

 

                                                             
15

 Tri Mulani,‛ Tinjauan Hukum Islam terhadap Jaminan Dalam Akad Mudharabah di BMT 

Amanah Desa Gulon Kecamatan Salam Kabupaten Magelang‛,  http://digilib.uin-suka.ac.id/3285/, 

diakses 11 November 2014. 

http://digilib.uin-suka.ac.id/3285/
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G. Definisi Operasinal 

Penelitian berjudul ‚Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap 

‚Penahanan‛ Bayi Sebagai Jaminan Dalam Proses Pembayaran Persalinan Di 

Rumah Sakit Dr. Soetomo Surabaya. Beberapa istilah yang perlu 

mendapatkan penjelasan dari judul tersebut adalah: 

1. Hukum Islam : seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah 

SWT dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang 

diakui dan diyakini berlaku dan bertingkat untuk semua umat yang 

beragama Islam.
16

 Yang dimaksud hukum Islam disini yaitu hukum 

Islam, Al-Qur’an dan Al-Hadist serta pendapat ulama’ tentang Rahn 

dan Kafalah. 

2. Hukum Positif : Peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau adat 

yang berlaku bagi semua orang di suatu masyarakat.
17

 Yang 

dimaksud adalah KUHPer buku tiga tentang perikatan. 

3. Jaminan Persalinan : jaminan dalam istilah fiqh muamalah adalah 

ad}d}ama@n (tanggungan). Artinya, menanggung (menjamin) untuk 

membayar hutang, menggadaikan barang atau menghadirkan orang 

pada tempat yang telah ditentukan.
18

 Jaminan yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah jaminan bayi yang ditahan di rumah sakit 

karena pasien persalinan tidak bisa membayar biaya persalinan. 

                                                             
16

 Tim penyusun MKD IAIN Sunan Ampel Surabaya,  Studi Hukum Islam, (Surabaya: IAIN 

Sunan Ampel Surabaya Press, 2011), 44. 
17

 Rudy Erwin dan Prasetyo, Kamus Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 69.  
18

 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat), ( Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2003), 259. 
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H. Metode Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di Rumah Sakit Dr. Soetomo Jl. Prof. dr. 

Moestopo 6-8 Surabaya. Lokasi ini dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa 

di Rumah Sakit tersebut pernah ada peristiwa penahanan bayi karena pasien 

persalinan tidak mampu membayar biaya persalinan. 

1. Data yang dikumpulkan  

Studi ini merupakan penelitian lapangan (field research) yakni 

data yang diperoleh langsung dari masyarakat melalui proses 

pengamatan (observasi) dan wawancara.
19

 Berdasarkan rumusan 

masalah yang telah disebutkan, maka data yang dikumpulkan dalam 

penelitian ini terdiri atas: 

a. Data pasien persalinan yang memberikan jaminan kepada 

pihak rumah sakit karena belum bisa membayar biaya 

persalinan. Yaitu data Ibu Bertilya dan data rumah sakit Dr. 

Soetomo tentang ketentuan jaminan persalinan. 

b. Data tentang ketentuan jaminan berdasarkan hukum Islam 

dan hukum positif. 

2. Sumber Data 

Data yang diperlukan dalam penelitian ini digali dari 

sumbernya, baik primer maupun sumber sekunder, yaitu: 

a. Sumber primer adalah data yang diperoleh atau 

dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang 

                                                             
19 Masruhan. Metoodologi Penelitian Hukum. (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 91. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

15 
 

 
 

melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang 

memerlukannya,
20

 data tersebut di dapat dari empat sumber 

pertama Dr. Dodo Anando. MPH. selaku direktur RS Dr. 

Soetomo Surabaya, kedua Dr. Punky Hendriastjarjo. M. Ak 

sebagai bagian keuangan rumah sakit Dr. Soetomo dan Ibu 

Bertilya sebagai pasien persalinan serta Bapak Dedy Eko 

Susanto sebagai suami. 

b. Sumber sekunder  yaitu data yang diperoleh atau 

dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada baik dari 

perpustakaan atau laporan peneliti terdahulu.
21

 Data 

tersebut meliputi: 

1) Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah 

2) Ibnu Mas;ud dan Zainal Abidin, Fiqh Madzhab Syafi’I 

3) Rachmat Syafe’i, Fiqih Muamalah 

4) Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah 

5) Mardani, Hukum Perikatan di Indonesia. 

6) J. Satrio, Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan 

7) KUHPer buku ketiga tentang perikatan 

8) Fatwa DSN MUI Nomor 11 Tahun 2000 tentang Kafalah 

 

 

                                                             
20

 M. Iqbal Hasan, Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, (Jakarta: Ghalia 

Indonesia, 2002), 82-83. 
21

 Ibid. 
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3. Teknik Pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data diperoleh melalui prosedur  yang 

sistematik, dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.
22

 

Untuk memperoleh data yang kongkrit, peneliti menggunakan teknik 

pengumpulan data sebagai berikut : 

a. Wawancara (Interview) 

Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan 

komunikasi, guna memperoleh data secara langsung yang 

dapat mempermudah penyusun menganalisa dalam melakukan 

penelitian.
23

 Suatu percakapan antara pihak yang mengajukan 

pertanyaan dengan pihak yang menjawab pertanyaan guna 

mendapatkan data sebagai sumber penelitian.
24

 Wawancara ini 

dilakukan dengan menggunakan wawancara langsung dengan 

Bapak Deddy sebagai keluarga atau suami dan Ibu Bertilya 

sebagai pasien persalinan, Dr. Dodo Anondo, MPH sebagai 

direktur RSUD Dr. Soetomo Surabaya dan Drs. Pungky 

Hendriastjarjo, M. Ak. sebagai bagian keuangan rumah sakit 

Dr. Soetomo Surabaya. 

b. Dokumentasi  

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data secara 

tertulis, berupa catatan, transkip, arsip, dokumen, buku 

                                                             
22

 Moh. Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta Timur : Ghalia Indonesia, 1988),  211. 
23

 Nana Sodah, Metode Penelitian, (Bandung: Rosadakarya, 2007), 216. 
24

 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2014), 

186. 
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tentang pendapat (doktrin), teori, dalil, atau hukum, dan lain-

lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.
25

 Peneliti 

memperoleh dokumen tentang profil pasien, teori jaminan, 

rumah sakit Dr. Soetomo, dan sebagainya. 

4. Teknis Analisis Data 

Menurut Patton sebagaimana dikutip oleh Lexy J. Moleong 

mengartikan analisis data sebagai‛ proses mengatur urutan data, 

mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan 

uraian dasar.
26

 Karena jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif 

maka teknik menganalisisnya deskriptif analitis. Menurut Soerjono 

Soekanto, adalah penelitian yang dilakukan dengan maksud 

memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan 

atau gejala-gejala lainnya untuk mempertegas hipotesa untuk 

memperkuat teori lama atau dalam rangka menyusun teori baru.
27

 

Data yang terkumpul diproses dengan rinci menjadi uraian dasar, 

dianalisis berdasarkan hukum Islam dan hukum positif dan teori 

tentang jaminan sesuai data yang dipeoroleh. 

Kemudian menggunakan pola pikir induktif yaitu metode 

berpikir yang menarik kesimpulan dari prinsip-prinsip umum, 

kemudian diterapkan pada sesuatu sesuatu yang bersifat khusus.
28

 

                                                             
25

 Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian, 191. 
26

 Masruhan, Metodolgi Penelitian Hukum, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013 ), 289. 
27

 Ibid., 85. 
28

 Boedi Abdullah, Metode Penelitian Ekonomi Islam ( Muamalah), (Bandung: CV Pustaka Setia, 

2014), 23. 
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Dengan adanya kasus terhadap praktik jaminan persalinan kemudian 

dikaitkan dengan teori jaminan yang ada dalam hukum Islam dan 

hukum positif. 

 

I. Sistematika Pembahasan 

Bab pertama merupakan pendahuluan yang memuat tentang latar 

belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian 

pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian yang berisi, definisi 

operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 

Bab kedua merupakan landasan teori yang memuat: Pengertian akad 

kafalah, jaminan dalam hukum Islam, perikatan dalam hukum islam perikatan 

dalam hukum positif dan ketentuan jaminan berdasarkan hukum Islam dan 

KUHPer, dan syarat barang jaminan. 

Bab ketiga merupakan gambaran umum pembahasan tentang praktik 

jaminan persalinan di rumah Dr. Soetomo Surabaya. Bab ini berisi beberapa 

sub bab. Sub bab pertama profil rumah sakit Dr. Soetomo Surabaya. Meliputi 

letak geografis, sejarah berdirinya rumah sakit, visi dan misi rumah sakit, 

struktur kepengurusan rumah sakit. Sub bab kedua praktik ‚penahanan‛ bayi 

sebagai jaminan meliputi kebijakan rumah sakit terhadap ‚penahanan‛ bayi 

sebagai jaminan persalinan, akibat kebijakan ‚penahanan‛ bayi sebagai 

jaminan persalinan rumah sakit. Sub bab ketiga berisi profil keluarga Bapak 

Deddy dan Ibu Bertilya sebagai pasien persalinan. Sub bab keempat berisi 

proses pendaftaran persalinan Ibu Bertilya. Sub bab kelima berisi kasus 
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persalinan Ibu Bertilya meliputi kronologi ‚penahanan‛ bayi sebagai jaminan. 

Sub bab keenam berisi tindakan yang dilakukan Bapak Dedy Eko Susanto. 

Bab keempat merupakan analisis hukum Islam dan analisis hukum 

positif terhadap praktik ‚penahanan‛ bayi sebagai jaminan dalam proses 

pembayaran persalianan di rumah sakit Dr. Soetomo Surabaya. Sub bab 

pertama analisis hukum Islam dan sub bab kedua analisis hukum positif. 

Bab kelima, merupakan penutup  yang memuat tentang kesimpulan dan 

saran-saran dalam penelitian. 


